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Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan™) menyampaikan Bukti Iklan Hasil
Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il
Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021 yang diselenggarakan pada 28 Februari 2024.
Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Hasil RUPSU atas Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021 yang telah dipublikasikan
melalui Surat Kabar Harian Investor Daily dan website Perseroan pada hari Rabu, 6 Maret
2024 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya

Corporate Secretary -
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Perkuat Stok CBP, HPP
Gabah Perlu Ditinjau Ulang

JAKARTA, ID-Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan harga pembelian pemerintah

(HPP) gabah dan harga eceran tertinggi (HET) beras guna memperkuat stok cadangan

beras pemerintah (CBP) dari dalam negeri saat panen raya Maret-April ini. Dengan

konsumsi 2,54 juta ton per bulan, surplus beras Maret-April bisa mencapai 3,38 juta ton.

Apabila setengah dari surplus itu dapat diserap Perum Bulog, pemerintah memiliki modal

stok CBP yang memadai untuk stabilisasi harga beras dalam beberapa bulan ke depan

Oleh Tri Listiyarini

etua Umum Perkumpu-
lan Penggilingan Padi
dan Pengusaha Beras
Indonesia (Perpadi) Su-
arto Alimoeso men-
duga telah terjadi keseimbangan
harga baru untuk gabah dan beras
di Tanah Air. Hal itu seiring menin-
gkatnya ongkos produksi usaha tani
padi akibat naiknya sewa lahan, pu-
puk, dan biaya tenaga kerja. Situasi
itu telah berlangsung cukup lama.
Contoh, harga gabah kering giling
(GKG) di tingkat penggilingan padi
di Madiun pada September 2023
mencapai Rp 7.900 per kilogram
(kg), Desember 2023 sebesar Rp
8.200 per kg, dan Februari 2024
tembus Rp 9.350 per kg. “Nampa-
knya, telah terjadi keseimbangan
harga baru. Tentunya, pemerintah
perlu menyikapi itu dengan men-
injau kembali HPP gabah dan HET
beras. Seyogianya ini agar surplus
dua bulan ke depan, yang mungkin
2 juta ton atau lebih, kalau sepa-
ruhnya bisa dikuasai pemerintah,
ini dapat jadi modal stabilisasi dari
pasokan dalam negeri,” kata dia.

Sutarto mengatakan hal itu
saat Bimtek dan Sosialisasi Propa-
ktani Ditjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian bertema
Perkembangan Harga Gabah/Beras
Saat Ini dan Prediksi Panen Raya,
Selasa (05/03/2024). Ketentuan
HPP gabah termuat dalam Peratu-
ran Badan Pangan Nasional RI No 6
Tahun 2023 tentang Harga Pembel-
ian Pemerintah dan Rafaksi Harga
Gabah dan Beras. HPP gabah kering
panen (GKP) di petani Rp 5.000
per kg, GKP di penggilingan Rp
5.100 per kg, GKG di penggilingan
Rp 6.200 per kg, GKG di Bulog Rp
6.300 per kg, dan beras di Bulog Rp
9.950 per kg. Sedangkan ketentuan
HET beras dimuat dalam Peraturan
Badan Pangan Nasional RI No 7
Tahun 2023 tentang Harga Eceran
Tertinggi Beras. HET beras medium
Rp 10.900-11.800 per kg dan pre-
mium Rp 13.900-14.800 per kg.

Menurut Sutarto, dengan GKG
Rp 7.900 per kg, harga beras medi-
um di penggilingan padi di Madiun
pada September 2023 mencapai
12.600 per kg. Lalu GKG Rp 8.200
per kg dan Rp 9.350 per kg, harga
beras medium di penggilingan
padi di Madiun masing-masing Rp
12.800 per kg dan 14.600 per kg.
“Dugaaan kami, untuk kembali ke
HPP gabah dan HET beras yang
lama kok sulit ya. Karena itu, kami
sudah usulkan ke pemerintah agar
HPP gabah dan HET beras itu ditin-
jau lagi,” ujar dia. Apalagi, melihat
situasi perberasan beberapa tahun
ke belakang yang puncak panennya
hanya sekali setahun dikhawatirkan
terjadi tahun ini karena mundurnya
musim tanam pertama berpen-
garuh ke waktu tanam kedua. “April
memang panen lebih besar dari
bulan ini, tapi nampaknya belum
mampu mengimbangi surplus be-
berapa tahun lalu. Mudah-mudahan
waktu tanam kedua itu La Nina,
kalau La Nina kita sedikit tenang,”
ujar Sutarto.

Ketua Umum Kontak Tani Ne-
layan Andalan (KTNA) Nasional
HM Yadi Sofyan Noor juga menga-
takan, biaya pokok produksi (BPP)
GKP (kadar air 25%) di petani Rp
4.420 per kg pada 2022, asumsinya
memakai pupuk subsidi. Dengan
memasukkan margin 20%, harga
GKP sekitar Rp 5.525 per kg. BPP
GKP di petani bisa jadi kini sudah
melambung karena terbatasnya
kuota pupuk bersubsidi 2023. “Bi-
aya produksi sekarang meningkat,
harga pupuk dan pestisida naik.
Harga pupuk nonsubsidi empat

dengan sumber utama dari domestik.

Luas Panen dan
Produksi Padi Indonesia

Periode Luas Panen Produksi Padi
(Juta Hektare) (Juta Ton GKG)
2018 11,38 59,20
2019 10,68 54,60
2020 10,66 54,65
2021 10,41 54,42
2022 10,45 54,75
2023 10,21 53,98

GKG adalah gabah kering giling

kali dariyang subsidi. Karena itu, kami
minta harga GKP di petani dijaga mini-
mal Rp 6.000 per kg saat panen raya.
Kalau bisa, kami usul saja HPP GKP
di petani Rp 5.800 per kg untuk jaga
harga, itu minimal ya, biar kita masih
aman,” kata Sofyan, baru-baru ini.
Berdasarkan Kerangka Sampel Area
Badan Pusat Statistik (KSA BPS) amatan
Januari 2024, luas panen padi mulai
menunjukkan tren peningkatan di bulan
ini menjadi 1,16 juta hektare (ha) dari
Eebruari 0,48 juta ha, April bertambah
lagi menjadi 1,59 juta ha. Total potensi
luas panen padi Maret-April 2024 men-
capai 2,75 juta ha, perkiraan produksi
padi 14,7 juta ton GKG setara 8,46 juta
ton beras. BPS memperkirakan puncak
panen raya padi 2024 terjadi April.

Tidak Diubah

Sedangkan Direktur Distribusi dan
Cadangan Makanan Badan Pangan Na-
sional Rachmi Widiriani menjelaskan,
tidak ada wacana pemerintah menaik-
kan HET beras lantaran situasi saat ini
merupakan anomali. Apabila HET di-
naikkan, ada kemungkinan harga beras
tidak bisa turun lagi. Data BPS menun-

Sumber : BPS, Bapanas

jukkan, produksi beras nasional dalam
delapan bulan terakhir terkontraksi
di bawah kebutuhan. Yang dilakukan
pemerintah untuk mengatasi situasi
itu, pemerintah telah mengimpor beras
sejak 2023 dan menyiapkan cadangan
pangan pemerintah (CPP) atau CBP
untuk intervensi sesuai Perpres No
125 Tahun 2022. “Sebagai bagian dari
upaya stabilisasi, pemerintah juga
memberikan bantuan pangan beras
(BPB) 10 kilogram (kg) per keluarga
penerima manfaat (KPM) kepada 22
juta penerima,” papar dia.

Rachmi, saat dialog Forum Merdeka
Barat 9 (FMB9) pada 4 Maret 2024, men-
gatakan, strategi lain pemerintah dalam
menstabilkan harga beras, apalagi men-
jelang Puasa-Lebaran 2024, menyiapkan
waduk dan embung sebagai cadangan air
serta mengantisipasi kemungkinan El
Nino dengan menambah beras dari luar
negeri. Pemerintah juga akan mengop-
timalkan lahan di sekitar waduk untuk
budi daya padi. ‘Jelang Puasa-Lebaran,
pemerintah mengimbau masyarakat
belanja bijak dan menghindari food waste.
Bantuan beras diserahkan ke KPM sam-
pai Juni,” tutur dia.
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Harga Telur Ayam Ras Naik

Peternak mengumpulkan telur ayam ras di Desa Gribig, Gebog, Kudus, Jawa Tengah, Selasa
(5/3/2024). Menurut peternak setempat, sejak sebulan terakhir harga telur ayam ras di
tingkat peternak terus mengalami kenaikan dari Rp24.000 menjadi Rp29.500 per kilogram,
kenaikan itu disebabkan tingginya permintaan telur ayam jelang bulan Ramadhan.

Wapres Minta Adipura
Lebih Inovatif dan Adaptif

JAKARTA, ID-Wakil Presiden
(Wapres) Ma'ruf Amin mengharapkan
program Penghargaan Adipura yang
diprakarsai Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) dapat
terus diperkaya lewat ragam inovasi agar
mampu menyesuaikan dengan dinamika
zaman serta perubahan arah kebijakan.
Hal itu sebagai salah satu upaya mewu-
judkan pemenuhan target pengurangan
sampah dan emisi. Pemerintah melalui
Perpres No 97 Tahun 2017 telah men-
etapkan target Kebijakan dan Strategi
Nasional (Jakstranas) pengurangan
sampah 30% dan penanganan sampah
70%. Selain itu, pemerintah menarget-
kan Nol Sampah Nol Emisi pada 2050.

Wapres mengharapkan, melalui
Penghargaan Adipura, terjadi pen-
ingkatan komitmen, kontribusi, dan
capaian pemerintah daerah (pemda)
dalam melaksanakan amanat UU No
18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah. Termasuk, dalam upaya me-
menuhi target Jakstranas Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga. “Saya
minta esensi Penghargaan Adipura
senantiasa terjaga, yaitu untuk me-
mastikan keterlibatan berbagai ele-
men, utamanya komitmen dan kinerja
pimpinan daerah, hingga peran serta
masyarakat secara luas, dalam mewu-
judkan pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, Adipura harus lebih inovatif
dan adaptif,” tutur Wapres saat mem-
berikan Penghargaan Adipura 2023 di
Jakarta, Selasa (05/03/2024).

Dalam keterangan yang dikutip
pada hari yang sama, Wapres menekan-
kan tiga hal strategis guna mendorong
pemerintah kabupaten/kota mencapai
berbagai target nasional pengelolaan
lingkungan, termasuk Jakstranas 2025
dan Nol Sampah Nol Emisi 2050. Per-
tama, pelibatan peran aktif masyarakat.
Kedua, sistem penanganan sampah
tidak lagi konvensional, tapi harus mu-
lai memanfaatkan teknologi modern.
Ketiga, penyempurnaan Penghargaan
Adipura sesuai arah kebijakan, kebutu-
han, dan tantangan yang berkembang.

Menteri LHK Siti Nurbaya me-
nambahkan, pada konteks perubahan
iklim, Penghargaan Adipura didorong
menjadi instrumen pengendalian emisi
gas rumah kaca (GRK) dari pengelolaan
sampah dan dampaknya, seperti suhu
udara tinggi, kekeringan cukup panjang,
serta kebakaran tempat pemrosesan
akhir (TPA) sampah. Hal ini men-
jadi catatan penting untuk antisipasi ke
depan dalam hal ancaman polusi dari
pengelolaan sampah kebakaran TPA dan
dari pembakaran sampah terbuka (open
burning) yang bisa menghasilkan emisi
GRK cukup besar di atas 100 juta ton
CO2e. Pada Penghargaan Adipura 2023,
lima kabupaten/kota meraih Anugerah
Adipura Kencana sebagai penghargaan
tertinggi bagi kabupaten/kota yang
mampu menunjukkan kinerja pengelo-
laan lingkungan hidup yang inovatif dan
berkelanjutan, yakni Kota Balikpapan,
Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bi-
tung dan, Kabupaten Ciamis. (tl)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IIl WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Ill Wijaya Karya Tahap | Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian
Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2022 (“RUPSU”) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, bertempat di WIKA Tower
2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.l Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah
yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Ill Wijaya Karya Tahap | Tahun 2022 (“Sukuk”) yang bernilai pokok
sebesar Rp272.200.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebanyak 272.200.000.000 (dua
ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus juta) suara yang merupakan 96,59% (sembilan puluh enam koma lima sembilan persen) dari
jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan
atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah
diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp281.815.000.000,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar delapan
ratus lima belas juta Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

*  Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.

*  Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan yang diajukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada
Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024 sebanyak
109.000.000.000 (seratus sembilan miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai Rp109.000.000.000,00
(seratus sembilan miliar Rupiah) atau 40,04% (empat puluh koma nol empat persen).

¢ Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju atas usulan yang diajukan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada
Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024 sebanyak
163.200.000.000 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai
Rp163.200.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar dua ratus juta Rupiah) atau 59,96% (lima puluh sembilan koma
sembilan enam persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal
10 ayat 6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2022, Akta No. 47,
tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-
perubahannya, dimana keputusan harus disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

Jakarta, 6 Maret 2024
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PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan
ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap
| Tahun 2021 (“RUPSU”) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, bertempat di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.I
Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya
Tahap | Tahun 2021 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021 (“Sukuk”) yang bernilai pokok sebesar Rp717.000.000.000,00 (tujuh ratus tujuh
belas miliar Rupiah) atau sebanyak 717.000.000.000 (tujuh ratus tujuh belas miliar) suara yang merupakan 95,60% (sembilan
puluh lima koma enam nol persen) dari jumlah Sukuk yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang
dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten
dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh miliar Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

e Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain tidak ada.

¢ Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten
kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024
sebanyak 282.000.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai
Rp282.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) atau 39,33% (tiga puluh sembilan koma tiga tiga persen).

¢ Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten
kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024
sebanyak 435.000.000.000 (empat ratus tiga puluh lima miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai
Rp435.000.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) atau 60,67% (enam puluh koma enam tujuh persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal
10 ayat 6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021, Akta No. 7,
tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-
perubahannya, dimana keputusan harus disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.

Jakarta, 6 Maret 2024
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PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP Il TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan
bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2022 (“RUPSU”) pada hari
Rabu tanggal 28 Februari 2024, bertempat di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.l Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia,
yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) dan/atau Kuasa
Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2022 (“Sukuk”) yang bernilai
pokok Rp731.700.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau sebanyak 731.700.000.000 (tujuh ratus tiga
puluh satu miliar tujuh ratus juta) suara yang merupakan 97,56% (sembilan puluh tujuh koma lima enam persen) dari jumlah Sukuk yang masih
belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah
namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya
berjumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

. Jumlah suara Pemegang Sukuk yang abstain sebanyak 4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta) suara, atau mewakili suara Pemegang
Sukuk yang bernilai Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta Rupiah) dan jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak sah sebanyak
10.000.000.000 (sepuluh miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat 10.4 huruf | Perjanjian Perwaliamanatan, suara Pemegang Sukuk yang abstain dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan, dengan demikian jumlah total suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 717.200.000.000 (tujuh ratus tujuh
belas miliar dua ratus juta) suara atau senilai Rp717.200.000.000,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus juta Rupiah).

. Jumlah suara Pemegang Sukuk yang tidak setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten
kepada Pemegang Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024, sebanyak
185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai Rp185.000.000,00 (seratus
delapan puluh lima miliar Rupiah) atau 25,79% (dua puluh lima koma tujuh sembilan persen).

. Jumlah suara Pemegang Sukuk yang setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang
Sukuk, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 28 Februari 2024, sebanyak 532.200.000.000 (lima
ratus tiga puluh dua miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili suara Pemegang Sukuk yang bernilai Rp532.200.000,00 (lima ratus tiga
puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) atau 74,21% (tujuh puluh empat koma dua satu persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 6 huruf
a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap Il Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang
dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dimana keputusan harus disetujui
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
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EMITEN WALI AMANAT
WiHA) -\
u BANKMEGA

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN Il WIJAYA KARYA TAHAP | TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir.
Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”),
dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap
| Tahun 2021 (“RUPO”) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, bertempat di WIKA Tower 2 Ruang Serbaguna Lt. 17, Jl. D.I
Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, Indonesia, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap |
Tahun 2021 (“Pemegang Obligasi”) dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan
Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021 (“Obligasi”) yang bernilai pokok sebesar Rp1.597.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus
sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) atau sebanyak 1.597.000.000.000 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar) suara
yang merupakan 92,05% (sembilan puluh dua koma nol lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di
dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk
Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah
Rp1.750.000.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dikurangi Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten
berjumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) menjadi berjumlah Rp1.735.000.000.000,00 (satu triliun tujuh
ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu:

. Jumlah suara Pemegang Obligasi yang abstain tidak ada.

. Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tidak setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku
Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 28 Februari
2024, sebanyak 535.000.000.000 (lima ratus tiga puluh lima miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang
bernilai Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) atau 33,50% (tiga puluh tiga koma lima nol persen).

. Jumlah suara Pemegang Obligasi yang setuju atas usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten
kepada Pemegang Obligasi, sesuai yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPO tanggal 28 Februari 2024,
sebanyak 1.062.000.000.000 (satu triliun enam puluh dua miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang
bernilai Rp1.062.000.000.000,00 (satu triliun enam puluh dua miliar Rupiah) atau 66,50% (enam puluh enam koma lima
nol persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPO tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10
ayat 6 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan Il Wijaya Karya Tahap | Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli
2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya,
dimana keputusan harus disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian atau 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Sukuk
yang hadir dalam RUPO.
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